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LEilBAR PE}.IGESAHAN PEDOMAN PEI-AKSANAAN TUGAS DIREKSI PT PP PRESISITbk

Pedoman Board of Director (BOD) ini merupakan salah satu bentuk soft structure Good Corporate Governance

(GCG) sebagai penjabaran dari Pedoman GCG yang mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan. Pedoman BOD

menjelaskan tata laksana kerja Direksi agar tercipta pengelolaan perusahaan secara profesional, transpanan dan

efisien untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Pedoman BOD PT PP Presisi Tbk tahun 2023 berisi tentang pedoman yang dijadikan seb4ai acuan bagi Direksi

PT PP Presisi Tbk dalam menjalankan tugas, r,vewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban, baik selaku Direktur

Utama maupun individu anggota Direksi.

Pedoman BQD tahun 2023 merupakan penyesuaian dan penyempumaan dari Pedoman BOD sebelumnya

dikarenakan adanya perubahan Direksidan kebijakan PT PP PresisiTbk. Pedoman BOD Perusahaan merupakan

wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya Perusahaan serta Nilai-nilai Perusahaan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan perundang-undangan yang berlaku, maka segala

sesuatunya akan diubah sebagai mana mestinya.

Direksi bersepakat untuk menggunakan Pedoman BOD ini sebagai panduan dalam hubungan kerja, sehingga

tercipta sinergi dan kerjasama yang baik dengan prinsip-prinsip GCG.
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Direktur Utama

Direktur Perencanaan Bisnis & HCM
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BAGIAil PERTAMA

PENDA}IULUAN

A. LATAR BELAKANG

DireksisebagaipengurusPerusahaan,dalamrrelaksanakantugasnyasenantiasamematuhiperaturan
perundang.undangan,dan Anggaran Dasar Perusdraan. Suatu pengelolaan yang baik berdasarkan prinsip-

prinsip Good corporate Goveiance(Gcc)yaitu :Transparasi, Akuntabiritas, Respnsibilitas, lndependensi'

dan Kewajaran (Faimess) daram rangka mernenurri kepentingan pemegang saham (shareholder) dan

Pemangku kepentingan (Stakeholde0 lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator dan lain.lain),

serta berdasarran niiainitai dan standar etika yang belaku di dalam Perusahaan'

Dalammenjalakantugasnya,Direksimempunyaiperanyangsangatkrusialdanstrategisdalammengelola
jalannya usaha perulahaan, sehingga dipeduran suatu Pedoman Kerla sebagai Pedoman bagi Direksi

dalammelaksanakantugas,tanggungjawabdanwewenangnyauntukmemenuhikepentinganPemEang

Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya'

pedoman BoD adarah panduan bagi Direksi daram meraksanakan tugas agar tercipta pengelolaan

perusahaan seca' profesional, transparan dan efisien. Direksi sebagai bagian dari organ Perusahaan'

harus menjadikan dirinya suritauradan yang baik (rote moder) bagiinsan pr pp presisiTbk. pelaksanaan

tugas dan fungsi organ perusahaan ini haris dilaksanakan oengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan

AeOifasi yang tinggi untuk kemajuan Perusahaan'

Dengan adanya pedoman keria ini, Direksi dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan

bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sesuai dengan Standar Etika dan Nilai-nilai

yang berlaku di pT pp presisiTbk, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Anggaran Dasar perusahaan. Direksi akan menegakan dan memberikan teladan atas pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG, Etika, Nilai-nilaidan peraturan p.*id.ngrn yang berlaku kepada seluruh Pemegang saham

dan Pemangku Kepentingan lainnya'

sistematika penyajian pedoman BoD pr pp presisi Tbk dimulai dengan Dasar Hukum berisikan ketentuan-

ketentuanyangdijadikandasarpenyusunantugas,wewenang'hakdankewaiibanDireksibaiksecara

kolegial dan indiviiu, serta uraian Threshold y.niUtrr.ittn dengan tugas dan kewenangan Direksi'

Pedoman BOD ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempumaannya sangat tergantung kepada

kebutuhan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan'
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B. ilIAKSUD DAN ruJUAN PEilN,SUilAI{ PEDOIIIAN

Penyusunan Pedoman Tata Keria Direksi bertuiuan untuk:

1. Menielaskan pembagian tugm dan tanggung iawab Direksi maupun hubungan kefia di antara Direksi

dan Dewan Komisaris;

Z. Memudahkan organ{ruan di bawah Direksi untuk memahamitugas dan tanggung jawab Direksi maupun

hubungan tugas antana oqan{rgan tersebut;

C. VISI DAN I'ISI PERUSAHAAN

Dalam nangka pengembangan Perusahaan dan semakin tingginya target kineria perusahaan' Direksi

melakukan perubatian visi dan Misi perusahaan dan telah disahkan sesuai surat Keputusan Direksi

pT pp presisi Tbk No. 02g/sl@pRE/D1R/201g tanggal 17 September 20'18 tentang visi dan Misi

Perusahaan sebagai berikut:

vlsl
Menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkernuka di lndonesia dan regional

rilsl
a. Menyediakan Jasa konstuksi spesialis dengan diferensiasi produk dan pelayanan prima

b. Mengembangkan strategisinergi bisnis beiaya saing tinggidan memberikan nilaitambah yang optimal

kePada Pemangku kePentingan

c. trlengedepankan aspek QHSE dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menlalankan proses bisnis

d. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan produktif sesuai dengan nilai-nilai

Perusahaan

D. ilILAI . T{ILAI PERUSAHAAN

pT pp presisirbk berkomitmen meneEpkan GCG pda seluruh individu diperusahaan untuk mewujudkan

visi perusahaan serta menyikapi situasi persaingan usaha yang semakin keras. GCG akan berialan dengan

baik apabila seluruh individu di pr pp presisiTbk memilikinilai-nilaiyang melekat pada diri masing-masing'

sebagai penyempumaan dari Budaya Perusahaan yang telah ada, maka pada tanggal 14 Juli 2020'

Manajemen merumuskan Nilai-Nilai Perusahaan sesuai dengan keputusan Direksi PT PP Presisi Tbk

N0.111/SKpp/DlR/2020 tentang penetapan Nilai-Nilai utama (core values) Perusahaan 'AKHLAK, yang

terdiri dari: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
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BAGIAN KEDUA

DASAR HUKUiT PEDOMAN BOD DIREKSI

A. DASAR HUKUI' YANG iTET{JADIACUAN KEBIJAKAN

penyusunan pedoman Tata Keria Dewan Komisaris dan Direksi ini mengacu pada ketentuan antara lain

sebagai berikut:

1, Undang-Undang Republik lndonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2,Undang-UndangRepubliklndonesiaNo.lgTahun2003tentangBadanUsahaMilikNegara
sebagaimana tiafr diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

pemerintah pengganti Undang-undang Nimor 2 tirrun 2022 Tentang cipta Keria Menjadi undang-

Undang;

3. Undang-undang Republik lndonesia No, 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;

4. undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-

undang No. 2 iahun 2022 Tentang cipta Keria Meniadi undang-Undang

5. peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan

pembubaran Badan usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

No. 23 Tahun 2022 tentang perubatran atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan usaha Milik Negara;

6. peraturan CIoritas Jasa Keuangan No. 33/poJK.04/2014 tentang Direksidan Dewan Komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik;

7. peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

Penyusunan Piagam Unit Audit lntemal;

g. peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 31/P0JK.0412015 tanggal 16 Desember 2015 tentang

Keterbukaan Atas lnformasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;

g. peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang corporate secretary Emiten atau

Perusahaan Publik;

10. peraturan CIoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap

Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;

11. peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

12. peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 16/PoJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Tefiuka secara elektronik;

13. peraturan MenteriBUMN No. pER-1?MButz}lztentang organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan

pengawas Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN

No. pER-06lMBUl04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Badan Usaha Milik Negara;
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14. peraturan Menteri BUMN No. pER-2llrBur03l2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan

Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

15. Peraturan MenteriBUMN tlo. PER-3/MBUm2023 tentang organ dan sumber Daya Manusia Badan

Usaha Milik Negara;

16. Surat Edaran CIoritas Jaa Keuangan l,lo. 3ZSEOJK'04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka;

17. pedoman Umum GCG lndoresia dari Komite Nasional Kebijakan Govemance 2006;

1 
g. Angganan Dasar PT PP Presisi Tbk bedkut perubahan-perubahannya'
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BAGIAN KETIGA

DAFTAR ISTILAH

A. DAFTAR ISTILAH YANG DIPAKAI

lstilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman BoD ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengeilian

sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar perusahaan adalah anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta pendiriannya

y.n! t nn beberapa kali diubah, kemudian Anggaran dasar diubah dalam rangka perubahan status

,.ni.Oi perusahaan Terbuka sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017 yang

dibuat oleh Fathiah Helmi, sariana Hukum, Notaris, di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan

Menkumham Rt dengan Surat Keputusan No, AHU 0016606,AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Agustus

2017 dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam

Sismibakum Kemenkumham Rl dengan No. AHU AH.01.03 0162216 tanggal 14 Agustus 2017'

Anggaran Dasar terakhir diubah dengan Akta No. 40 tanggal 27 April 2022yang dibuat di hadapan

Notaris yang sama fAkta 10l2u22"ldan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik lndonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0042779'AH.01'o2,TAHUN

2022 tanggal 23 Juni2022.

2. Anak perusahaan adalah Perusahaan yang mempunyai hubungan khusus dengan Perusahaan lainya

yang dapat terjadi karena:

a. Lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) sahamnya dimitikioleh induk perusahaannya;

b, Lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) suara datam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan

atau

c. Kontrol atas jalannya Perusahaan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat

dipengaruhi oleh induk perusahaannya

3. Dewan Komisaris adalah oryan Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Dewan Komisaris

sebagaisuatu kesatuan Dewan (Board)yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

khusus serta memberi nasihatkepada Direksisesuaidengan Anggaran dasardan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku;

4. Direktur Utama adalah seorang anggota Direksi yang dituniuk oleh RUPS sebagai koordinator/

pemimpin BOD.

S. Anggota Direksi adalah anggota Direksi yang benrvenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dantujuan

perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

6. lnternal Audit (lA) adalah fungsi struktural dilingkungan Perusahaan, yang bertugas melaksanakan

audit dan memastikan sistem pengendalian intemal Perusahaan dapat berjalan efektif.

VP-CORSEC Mgr-LEGAL
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7. Benturan kepentingan (conf,ict of rnteresq adarah perbedaan antara kepentingan ekonomis

PerusahaandengankepentinganekonomispribadianggotaDireksi,anggotaDewanKomisaris,organ

pendukung Dewan Komisaris, pemegang saham utama, pekeda, serta pihak lain yang bekeria untuk

dan atas nama Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan;

g. code of conduct (coc code) .otur, Pedoman Etika Tata Kelola Perusahaan yang baik'

g. eLHKpN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negan menggunakan aplikasi yang

berbasiswebdenganalamatelhkpn.kpk.go'id,sehinggadatayangdiinputolehPenyelenggara
Negarapaiib LHK|N secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK'

10, Gratiftkasi adalah pemberian dalam arti luas, yakn uang, barang, (diskon), komisi, pinjaman tanpa

bunga, tiket perialanan, fasilitas penginapan, perialanan wisata, pengobatan cuma{uma dan fasilitas

lainnya.

11, Good corporate Governance (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS'

Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan

guna mewuiudkan nilai Pemegang Saham datam jangka paniang dengan tetap mempefiatikan

kepentingan stakeholders lainnyi, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika'

12. Kantor Akuntan pubrik (Auditor lndependentj adarah Kantor Akuntan yang memberikan iasa audit

atas Laporan Keuangan, Laporan Kineria, Laporan Kepatuhan serta laporan lain sesuai ketentuan yang

berlaku kePada Perusahaan'

13. Kontrak Manaiemen adalah kontrak yang berisikan janji atau pemyataan calon anggota Direksi' yaitu

apabila diangkaudiangkat kembali meniadi anggota Direksi antara lain akan memenuhi segala target

yang ditetapkan oleh Rups o.n menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik'

14. Kreditur adalah pihak - pihak yang memberikan piniaman atau memberi utang kepada perusahaan

l5.LaporanBerlralaadalahlaporanyangdisusunsecaraperiodik.

16. Laporan Manaiemen Perusahaan adalah laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Keria dan

Anggann Perusahaan.

17. Laporan Triwuranan adarah raporan yang memuat neraca dan perhitungan raba rugidaritriwulan yang

bersangkutan serta penjetasan atas dorumen tersebut yang dibuat sesuai dengan standar Akuntansi

Keuangan Yang berlaku.

1g. Laporan Tahunan atau Annuar Report adarah rapran mengenai kegiatan perusahaan tahunan yang

disusun dalam bahasan lndonesia dan bahasa lnggris untuk dipublikasikan'

19. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau

anggota Dewan Komisaris

20. ooritas Jasa Keuangan (oJK) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Republik lndonesia yang

diberikan tugas dan wewenang mengatur pihai-pihak yang bergerau berhubungan dalam bidang jasa

keuangan.

21, Organ Perusahaan adalah Rapat umum Pemegang Saham (RUPS)' Direksi dan Dewan Komisaris;

22. Pekeria adalah setiap orang yang te*ait secara formaldalam uatu hubungan keria dengan Perusahaan

sebagai pekeria tetap, dariiabatan yang paling rendah sampaidengan yang paling tinggi yaitu 1 (satu)

tingkat dibawah Direksi;

VP-CORSEC Mgr-LEGAL
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23. Pemegang Saham ilayodtas adalah pihak yang mempunyai sebagian besar modal perusahaan

sehingga dapat secara langsung mengendalikan perusahaan.

24. Pemegang Saham ltlinoritas adalah pihak yang mempunyai sebagian kecil modal perusahaan.

25. Pemegang Saham Pengendaliadalah Pemegang saham yang memilikisaham lebih dari51%.

26. Penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perusahaan

melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilaksanakan secara

berkala setiap 2 (dua)tahun.

27. Perusahaan Publik adalah Perusahaan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka

1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dimana

perusahaan tersebut melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal.

28. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah riapat yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham

sebagai organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan/atau

anggaran dasar.

29. Risalah Rapat adalah dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam

rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh Direksi,

Komisaris, maupun pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan.

30. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)adalah penetapan rencana kegiatan dan hasil kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh perusahaan selama 5 (lima)tahun ke depan.

31. Rencana Keria dan Anggann Perusahaan (RKAP) adalah penetapan jenis kegiatan

dan besarnya biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada umumnya dibuat dalam periode satu

tahun.

32. Corporate Secretary/Corporate Secretary adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi

perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepda Direksi dalam melaksanakan

tugasnya.

33. Stakeholders (Pemangku Kepentinganladalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap

perusahaan antara lain terdiri dari pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan lain

sebagainya.

34. Standar Akuntansi adalah pedoman yang berisikan tentang standar akuntasi yang dikeluarkan oleh

lembaga yang benrewengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wafib diterapkan oleh

perusahaan dalam menyelenggarakan akuntansi.

35. Tanggung Renteng adalah sifat tanggungjawab hukum akibat dari suatu kegiatan/

keputusan/ kebijakan yang dibuat yang dibebankan atau dipikul secara bersama-sama.

36. Whisfle Blowing System adalah sistem yang memungkinkan pelapr dapat menginformasikan telah

teriadinya pelanggaran kepada pimpinar/ yang berhak menerima infomasi, dengan jaminan

kerahasiaan.
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BAGIAN KEEi'PAT

PRINSIP.PRINSIP HUBUNGAN KERJA DIREKSI DENGAN DEWAN KOi'ISARIS

Keberhasilan penerapan GCG salah satunya bergantung pada hubungan kerja antar organ Perusahaan'

Demi terialinnya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme keria antara organ

perusahaan diatur dengin oertandastan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan perannya dan

bertindak sesuaidengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi+nisi perusahaan.

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antana Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah

satu hal yang sangat penting agar mming-masing organ tersebut dapat bekerja sesuaitanggung jawab dan

wewenang masing-masing dengan efektif dan etsien. Untuk meniaga hubungan keria yang baik' Direksi dan

Dewan Komisaris menerapkan prinsipprinsip hubungan keria sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan

sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan'

b. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris unfuk melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar.

c. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat

formal kelembagaan, dalam artisenantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespndensi

yang dapat dipertanggungiawabkan.

d. Hubungan feria Vang bensifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan

Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keb'tlakan yang

dapat diPertangg ungjawabkan'

e. Direksi Oertangguni' jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi

Perusahaan kePada Dewan Komisads.

f. Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris berfungsi sebagai pejabat penghubung antara

Direksi dan Dewan Komisaris.

g. Organ yang membantu Dewan Komisaris pada saat berhubungan kerja dengan organ yang membantu

Direksi harus sepengetahuan Dewan Komisaris'

h. organ yang membantu Direksi pada saat berhubungan keria dengan organ yang membantu

Dewan Komisaris harus sepengetahuan Direksi'

i. Apabila diundang, Direksiberkewajiban hadirdalam rapatyang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris'

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka oleh Anggaran Dasar Perusahaan Direksi dan Darvan Komisaris

masing-masing diminta untuk membuat Pedoman BoD untuk Direksi'
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BAGIAH KELIiTA

DIREKSI

A. PERSYARATAI{ DAN KO}IPOSISI DIREKSI

1. PERSYARATAiI

Persyaratan yang harus dipenuhi calon Direksi adalah sebagai berikut:

a. PersYaratan Formal Yaitu:

1) Onang Perseorangan;

2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

3) Tidak pemah dinyatakan paitit dalam waKu 5 (lima)tahun sebelum pengangkatan;

4) Tidak pemah menjadi anggota Direksiatau anggota Dewan KomisarislDewan Pengawas

yang jinyatakan bersalatiinenyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan danlatau

badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)tahun sebelum pengangkatan;

dan

5) Tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

Negara, BUMN, Anak Perusahaan, bdan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan

selior keuangan dalam waktu 5 (lima)tahun sebelum pengangkatan'

b. PersYaratan Materill Yaitu:

1) Keahlian;

2\ lntegritas;

3) KepemimPinan;

4) Pengalaman;

5) Juiur;

6) Perilaku Yang baik; dan

7)Dedikasiyangtinggiuntukmemajukandanmengembangkanperusahaan

c. PersYaratan LainnYa Yaitu:

1) Bukan pengurus partai plitik, calon anggota legislatif, dar/atau anggota legislatif pada

Dewan Penrakilan Rakyat, Dewan Penankilan Daenah, Dewan Penrakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Z) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk

penjabat kepala/wakil kepala daerah;

3) Tidak meniabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang

bersangkutan selama 2 (dua) periode;

4) Tidak sedang menjabai sebagai pejabat pada kementerianflembaga, anggota Dewan

KomisarislDewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksipada BUMN lain' anggota

Direksi pada Anak Perusahaan dar/atau badan usaha lainnya;

5) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
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6) Memiliki dedikasidan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang

dinyatakan dengan surat pemyataan dari yang bersangkutan;

7) Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat

menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari rumah sakit; dan

8) Memiliki Nomor Pokok Wajib Paiak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban

membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir'

pemenuhan persyaratan di atas wajib dimuat dalam sunat pemyataan yang ditandatangani oleh

calon anggota Direksi dan sunat tensebut disampaikan kepada Perusahaan. Surat pemyataan

tensebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan. Apabila calon Direksi yang baru

diangkat diketahui tidak memenuhi pensyanatan maka:

1) Perusahaan wajib menyelengganakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota

Direksi yang tidak memenuhi pensyanatan'

Zl pengangkatan calon Direksi tersebut batal karena hukum sejak saat anggota Direksi

lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tensebut,

berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan

secara tertulis dengan memperhatikan penatunan perundang-undangan yang berlaku'

3) paling lambat 2 (dua) hari kerla sejak diketahui bahwa pengangkatan anggota Direksi

tensebut tidak memenuhi pensyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris

harus mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan di

dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di

bidang pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja memberitahukannya kepada

Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat sesuai peraturan

perundang-undangan.

4) Apabila anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut telah melakukan

perbuatan hukum atas nama Perusahaan sebelum pembatalan pengangkatan, maka

perbuatan hukum yang dilakukan tersebut tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab

Perusahaan.

S) perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan setelah pembatalan

pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi pensyaratan tersebut adalah tidak sah

dan menjadi tanggung jawab pdbadi anggota Direksi yang bersangkutan.

2. KOI{POSISIDIREKSI

Komposisi Direksi pT pp presisi Tbk. harus sedemikian rupa disesuaikan dengan besamya kegiatan

kompleksitas bisnis perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan putusan

yang efektif, tepat dan cepat dalam rangka pencapaian tujuantujuan Perusahaan'
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Jumlah anggota Dewan Direksi sekurang kurangnya adalah 2 (dua) orang, seorang di antaranya

diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang di antaranya dapat diangkat sebagai

Wakil Direhur Utama.

3. KEANGGOTAAN DIREKSI

1) Jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan dalam menjalankan tugas

Direksi dikoordinir oleh seorang Direksi yang ditetapkan sebagai DireHur Utama,

2) Anggota Direksi diangkat dan dibefientikan oleh RUPS,

3) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

a. Anggota Direksi BUMN yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Anak

Perusahaar/Perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN tidak boleh menerima seluruh

penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di Anak

Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi ;

b. Penghasilan anggota Direksi BUMN yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Anak

Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi pendapatan lain-lain BUMN induk (holding)yang

dibayarkan oleh Anak Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafi liasi

4) Apabila oleh suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi

Perusahaan lowong, maka:

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan

pekerjaan anggota Direksiyang lor,rrong tersebutdengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

b. RUPS waiib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan

anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Dircktur Utama atau jabatan yang

lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang

berlaku.

c. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan jabatan,

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi louongan jabatan tersebut.

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang benakhir masa jabatannya dan RUPS belum

menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya

tensebut dapat ditetapkan oleh RUPS/Pemegang Saham Mayoritas untuk menjalankan

pekeriaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi

yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.

5) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perusahaan

lowong,maka:

a. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tefadi jabatan lowong, harus

diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan lowong tensebut.

b, Selama seluruh jabatan Direksi lowong dan RUPS belum mengisijabatan tersebut, maka untuk

sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang

sama.
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4. KONTRAK ilANAJEItlEil

1) Calon anggota Direksi harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan

pengangkatannya sebagai anggota Direksi'

2) babn anggota Direksisebagaimana dimaksud ayat (1)terdiri dari:

a. Kandidat yang telah dinyatakan lulus ujian kelayakan dan kepatutan;

b. Anggota Direksi yang diangkat kembali;

c, nnltota Direksiyang mengalami perpindahan jabatan anggota Direksi;

d. Anggota Direksi V.ng OittpLan sebagai pelaksana tugas untuk iabatan Direksi lainnya'

3) Kontrak Manajemen aoatatr kesepakatan yang dibuat oleh Direksi bensama dengan Dewan

Komisaris tentang pencapaian target - targei yang harus dicapai Direksi dalam melakukan

pengurusan Perusahaan.

4) Kontrak Manaiemen memuat janji atau pemyataan calon anggota Direksi' yaitu apabila

diangkaUdiangkat kembali meniadi anggota Oirefsi BUMN antana lain akan memenuhi segala taqet

yang ditetapkan oleh RUPS, termasuk KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya' dan menerapkan

prinsip tata Kelola perusahaan yang baik untui memenuhi segala target'target yang ditetapkan

setiaP tahun.

5) Kontrak Manajemen dapat memuat janji untuk pemenuhan target tertentu yang ditetapkan oleh

RUPS dalam iangka waktu tertentu'

5. IIASAJABATAN DIREKSI

1)MasajabatananggotaDireksiyangditetapkandalamRUPSdataml(satu)periodetidakbolehtebih

dariS(lima)tatrunatauterhitungsejaktanggalpengangkatanyangditetapkanolehRUPS'dan
benakhir pada penutupan RUPS Tahunan rang ke's (lima) pada akhir 1 (satu) periode' dengan

mempefiatikan peraturan perundang'unOangan di bidang Pasar Modal' namun tidak mengurangi

hak dari RUpS untuk sewaKu,waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa

jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksidapat diangkat kembalioleh

RUPS untuk satu kali masa jabatan'

2) Masa jabatan Direksi berakhir apabila Direksi yang bersangkutan:

a. Mengundurkan diri, serta pengunduran dirinya telah efektif dan Direksi yang bersangkutan

sudah menyampaikan pertanggung-jawaban atas Tindakan- tindakannya didalam RUPS;

b. Meninggaldunia;

c. Masa jabatannya benakhir;

d. Dibefientikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran

Dasardanperaturanperundang.undangan,termasuktetapitidakterbataspadanangkap

iabatan Yang dilarang'

3) Seorang anggota Dircksi berhak mengundurkan diri dari iabatannya sebelum masa jabatannya

berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perusahaan'
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4) Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri

anggota direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari

kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.Dewan Komisaris berhak membefientikan

untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka hrtindak be(entangan

dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan Tindakan yang merugikan Perusahaan

atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

S) Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan

disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tindakan tersebut dengan tembusan

kepada Direksi.

6) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan

Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan baik di

dalam maupun di luar Pengadilan.

7) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan

Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara tersebut dengan tedeUh dahulu memberikan kesempatan pada anggota

Direksi yang benangkutan untuk membela diri

8) Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam poin 9 atau

RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal

dan anggota Direksi yang diberhentikan kembali menialankan tugas dengan kuasa dan kewenangan

yang sama.

9) Pemberhentian sementara tidak dapat diperpaniang atau ditetapkan Kembali dengan alasan yang

sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal.

10) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang

bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

11) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah

dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap

tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan

RUPS.

12) Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya

kepada OJK mengenai:

a. Keputusan pemberhentian sementana; dan

b. Hasil penyelenggaman RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian

sementara tenebut sebagaimana tersebut pada point 9 atau informasi mengenai batalnya

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai

dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam point 10, paling lambat 2 (dua)

hari keria setelah terjadinya peristiwa tersebut.
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6. PROGRAM PENGENAI.AN DIREKSI

a) Kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk

pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bensangkutan.

b) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada pada sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris

perusahaan.

c) Program pengenalan meliputi:

o Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BUMN;

. Gambanan mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja

keuangan dan openasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi

kompetitif, risiko, dan masalah stnategis lainnya;

o Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit lntem dan Audit Ekstem,

sistem dan kebijakan pengendalian intemal, termasuk komite audit; dan

o Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan

Direksi serta hal yang tidak diperbolehkan.

7. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIREKSI

Program pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan untuk Direksi dinilai penting selain

untuk kemajuan Perusahaan juga agar Direksi selalu mendapatkan informasi terkini tentang

perkembangan bisnis Perusahaan dan dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul

dikemudian hari di dalam Perusahaan. Direksi menyusun program pelatihan/ seminar yang akan diikuti

dan memasukkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKqP). Direksidiharapkan dapat berbagi informasidan pengetahuan (slranng knowledge)

kepada Direksi lainnya, dari program pendidikan dan pelatihan yang telah diikutinya.

B. TUGAS, WEWENAiIG, DAN KEWAJIBAN DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan

Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta mewakili

Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan

pembatasan - pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang - undangan, Angganan

Dasar dan/atau keputusan RUPS.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan, Direksi wajib

menyelenggar:akan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam penaturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

3. Setiap Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh

tanggung jawab, dan kehati-hatian.
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4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksidalam menjalankan tugasnya.

5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan secara tanggung

rentang apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian;dan

d. Telah mengambiltindakan untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tensebut.

6. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat,

sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Angganan Dasar.

7. Tugas Direksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER4ZMBU103I2023 tentang

Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan KorporasiSignilikan Badan Usaha Milik NEara:

a. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan

bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;

b. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peratunan perundang-undangan;

c. Salah seorang Anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam

penempan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan;

d. Direksiwajib menindaklanjutitemuan dan rekomendasidarifungsi manajemen risiko, kepatuhan,

dan audit intem; temuan auditor ekstemal; nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris;

laporan BPK; laporan BPKP; dan/atau temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti

Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Direksi bertugas rnenjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili

Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan

pembatasan - pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran

Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

9. Direksi mempunyai hak dan berwenang untuk:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan,

b. Mengatur penyenahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

kepada seorang atau beberapa omng Anggota Direksiyang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada

seomng atau beberapa omng pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama

dan/atau badan lain;

c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekeria Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun

atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekeria Perusahaan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian
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Perusahaan dan peraturan perundang - undangan;

e. trlengangkat dan memberhentikan Corporate Secretary dan/atau lntemal Audit setelah mendapat

pensetujuan Dewan Komisaris;

f. Menghapuskan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,

dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan;

g. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkosongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang

dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan

lain dalam rangka penyelesaian piutang Perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada

Dewan Komisaris, yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan

kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan

perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan

segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

i. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Angganan Dasar Perseroan, Direksi

selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan

benrrenang antara lain untuk:

- Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis dan operasional

yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yakni seluruh kebijakan yang dapat secara

material mempengaruhi kondisi anak perusahaan dan dapat memberikan nilaitambah yang

dituangkan dalam blue print untuk diratifikasi dalam RUPS anak perusahaan;

- Merencanakan, memutuskan mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsiyang

bersifat stnategis, antara lain pengelolaan cash management,logistik, pengadaan, capital

expenditure dan lainnya;

- Menetapkan kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam blue print

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 huruf a angka 9 point 1 Anggaran Dasar

Perusahaan (Akta No 4012022);

- Menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi anak perusahaan

dengan memperhatikan masukan dariDewan Komisaris anak perusahaan;

- Memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang bersifat

operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran anak perusahaan

melalui mekanisme RUPS;

- Mendapatkan laporan dan penjelasan berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris

anak perusahaan serta memberikan keputusan di dalam maupun di luar forum RUPS anak

perusahaan menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak perusahaan dengan

badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manaiemen, sewa-menyewa,

aset, kefasama openasi (KSO), bangunan guna serah (BOT), bangunan milik serah (BowT),

bangunan serah guna (BT0), dan perianiian sejenisnya;

- Menyetujui penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan oleh anak
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perusahaan pada perusahaan lain;

- Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan

dimaksud;

- Menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan dari anak perusahaan dimaksud;

- Menyetujui penggabungan, pelebunan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak

perusahaan dan/atau anak perusahaan dari anak perusahaan dimaksud, dengan nilai tertentu

yang ditetapkan oleh Dewan Komisads;

- Menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau menyetujui penjualan terhadap

persediaan barang tidak dapat digunakan oleh anak perusahaan;

- Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merek d4ang anak perusahaan;

- irlenyetujui pendirian yayasn, organisasi dani atau perkumpulan yang berbadan hukum baik

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;

- Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang benslfal tetap dan rutin untuk yayasan,

organisasi dan/ atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak

perusahaan;

- Menyetujui pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun

dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan terlebih dahulu mendapat<an pensetujuan Dewan

Komisaris dan nilaitertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

10. Direksi berkewajiban untuk:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kEiatan Perusahaan sesuai dengan

maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Perseroan, dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta perubahannya untuk

disampaikan kepda Dewan Komisaris dan mendapatkan penetujuan Dewan Komisaris;

c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

d. Membuat Laponan Tahunan yang antara lain berisi Lapran Keuangan sebagai wujud

pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, laporan mengenai kegiatan Perusahaan, laporan

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun

buku yang mempengaruhi kEiatan usaha Perusahaan, laporan mengenai tugas pengawasan

yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunfangan bagi anggota Direksi dan gaji

atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru

lampau;

e. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyenahkan

kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka wahu
paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui

dan disahkan;
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g. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

h. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugiyang telah disahkan oleh RUPS kepda Menteri

di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Menyusun laponn lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

j. Memelihana Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan

Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan

dokumen perseroan lainnya;

k. Menyimpan ditempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah

RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan

dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya;

L Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuaidengan kelaziman

yang berlaku bagi suatu Perseroan;

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip'

prinsip pengendalian intem, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan

pengawasan;

n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuaidengan ketentuan yang berlaku, serta

laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisads, dengan memperhatikan Peraturan

Perundangan khususnya di bidang Pasar Modal;

o. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan

Komisaris dergan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku

khususnya peratunan dibidang Pasar Modal;

q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Angganan

Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS;

r. Menyusun piagam Direksi;

s. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagiseluruh anggota

Direksi dan Dewan Komisaris, karyawar/pegawai, serta organ pendukung yang dimiliki Penseroan,

sesuai dengan ketentuan penaturan perundang-undangan yang berlaku'

t. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kEiatan konstruksi dan investasi setelah

tertebih dahulu mendapat persefu.iuan dari Dewan Komisaris;

u. Mengidentifikasi jenis-ienis perubahan lingkungan bisnis yang dapat berpengaruh pada kineria

Perseroan, terkait aspek-aspek: perubahan kondisi plitik nasional, arah pembangunan nasional,

perubahan rEulasi pemerintah, regulasi pasar modal, kondisi ekonomi makro, perubahan

teknologi, persaingan pada lingkungan usaha sejenis. Perubahan lingkungan bisnis dapat dibahas

dalam Rapat Direksi, Management Review, dan atau pertemuan rutin yang lain. Mengenai

perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang berdampak signifikan dilaprkan ke

Dewan Komisaris.

11. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan

pengabdiannya secam penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
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12. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan penaturan perundang-undangan

serta wajib melaksanakan prinsip - prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewaiaran;

13. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Anggota Direksi walib dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan risiko

usaha dan mengindahkan peratunan perundang-undangan yang berlaku.

14. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila Anggota Direksi yang

bemangkutan dapat membuktikan bahwa:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan, dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambiltindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Tindakan

yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh napat Direksi menjadi tanggung

jawab pribadi yang bersangkutan sampaidengan tindakan dimaksud disetujuioleh Rapat Direksi.

15. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

untuk:

a. Melepaskan / memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan dengan nilai

melebihijumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai

persediaan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;

b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk keria sama operasi

(KSO), kontrak manajemen, kerja sama lisensi bangun guna serah (Build, Operate, and

TransferlBOT), Bangun Guna Milik lBuild, Operate, and fun/BOo) dan perianjian lain yang

mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan di

bawah 5 (lima)tahun ;

c. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;

d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur

permodalan dengan nilaitertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak

perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai yang ditetapkan

Komisaris pada Perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
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g. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada

anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Penseroan dan/atau bemilai

strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

h. Melakukan penggabungan, pelebunan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubanan anak

perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris

dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

i. Mengikat Persercan seb4ai penjamin (bond atau avalist) dengan nilai yang ditetapkan Dewan

Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

j. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka

menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

k. Memberikan pinjaman jangka pendeUmenengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali

pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

l. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai

yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

m. Melakukan tindakantindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan

oleh peraturan perundang - undangan di bidang pasar modal dengan nilaitertentu yang ditetapkan

oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang

dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

n. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)

RKAP;

o. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Anggaran Dasar

Perusahaan (Akta No. 4012022) menggunakan pembiayaan oleh Perseroan terlebih dahulu (proyek

tumkey/prefinancing) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

p. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun

dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

q. Melakukan investasidengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan

Komisaris bedasarkan usulan Direksi.

16. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada

point 17.a, 17 .b,17 ,e,17.t,17.9,17 .h,17 .i,17 j,17 .k, 17.1 dan 17.p dituangkan dalam Surat Penetapan

Dewan Komisaris.

17. Persefujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan point 17.a, 17.b, 17.e,17.t, 17.9,17.h, 17.i,

17.j, 17.k,17.1 dan 17.p dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan oleh Dewan Komisaris

setelah mendapatkan persetuluan PT PP (Persero)Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas.

18. Tindakan Direksi sebagaimana yang dimaksud pada point 17.b, sepanjang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan

Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
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19. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada point 17 .b, 17 .e,17.1,17 .9,17.h, sepanjang diprlukan

dalam rangka mengikuti tender dar/atau untuk melaksanakan proyek-proyek dan/atau memenuhi

persyaratan dan/ atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha

yang bensangkutan dengan mempertratikan per:aturan perundang-undangan, tidak memerlukan

penetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

20. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada point 17 sampai dengan point 21 ditetapkan

berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2022yang telah dituangkan dalam Anggaran Dasar

Terkahir Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan No.4012022.

21. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan

dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana

dimaksud pada point 17, 18,19 dan 20.

22. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan;

c. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi

(KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), kerja sama lisensi, bangun guna serah (BOT), bangun serah

guna (BT0), bangun guna milik (BOO), dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama untuk

melaksanakan kegiatan usaha utama yang nilainya merupakan lebih dari 50% (lima puluh pensen)

jumlah kekayaan bensih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu

sama lain maupun tidak. Kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan

Pasal 3 Anggaran Dasar.

23. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksisetelah mendapatkan tanggapan tertulis dari

Dewan Komisaris dan mendapat pensetujuan dari RUPS untuk:

a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan

oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dengan nilaidi atas 500/o (lima puluh pnsen)

dari ekuitas Perusahaan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang

dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam

Peraturan Perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

c. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peratunan Perundangan yang berlaku di pasar modal.

d. Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan

fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

24. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point 24 dan 25 yang dilakukan tanpa persetujuan

RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

25. RUPS dapat mengurangi pembatasan tefiadap tindakan Direksi atau menentukan pembatasan lain

kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

26. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi,
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27. Dalan rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap Anggota Direksiberhak dan berurenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan

kewenangan kepengurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi,

28. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam

point 30, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perusahaan baik didalam maupun di luar Pengadilan.

29. Apabila Direktur Utama tidak ada atau befialangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu

dibuktikan pada pihak ketiga, maka:

a. Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan

tugas-tugas Direktur Utama atau DireKur Utama menunjuk secara tertulis salah satu Anggota

Direksi yang berri'renang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas tugas

Direktur Utama dar/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama

tidak ada atau berhalangan.

b. Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis Anggota Direksi yang benrrrenang melaksanakan

tugas tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secana tertulis Anggota

Direksi yang berrrrrenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas

Direktur Utama danlatau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada

atau berhalangan.

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada

atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak pertu dibuktikan kepada pihak ketiga,

maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis Anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direhur Utama.

30. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam

jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dircksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur

Utama.

31. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang

atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka

kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam sunat kuasa.

32. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksiditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak

menetapkan pembagian tugas dan wewenang tensebut, maka pembagian tugas dan wewenang di

antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

33. Direksidalam mengurus Penseoan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

34. Anggota Direksitidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bensangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bensangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan

kepentingan Perusahaan.
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35. Dalam halterdapat keadaan sebagaimana di maksud dalam poin 37 yang berhak mewakili Perseroan

adalah:

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan

Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris

mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

36. Dalam halterdapat lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka Anggota

Direksiyang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang beruenang bertindak untuk dan

atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

37. Pembagian Tugas Anggota Direksi.

Pembagian tugas setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan nama jabatan masing-masing

anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota direksi oleh RUPS.

Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dircksi sesuai

dengan Surat Keputusan Direksi No : 04/Sl(DlRlPPRAil2023 tanggal 2 Januan2023.

a. Direktur Utama

o Pengelolaan kesekretariatan perusahaan;

o Pengelolaan pengawasan intemal perusahaan;

. Pengelolaan kualitas proyek;

. Pengelolaan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja;

. Penyusunan RJPP dan RIGP;

o Pengelolaanmanajemenrantaipasok;

. Pengendalian openasidan bisnis;

o Pengendalian anak perusahaan melalui parenting;

o Pengembangan teknologi pendukung operasional.

b. Direhur Perencanaan Bisnis & HCM

o Pengelolaan bisnis dan portofolio perusahaan;

. Perencanaan stratEis dan sistem korporasi;

. Pengelolaan manaiemen alat perusahaan;

. Pengelolaan sumber daya manusia;

. Pengelolaanpemasamnperusahaan;

r Pengelolaan RJPP dan RKAP;

. Pengelolaan manajemen rantai pasok;

o Pengendalian operasidan bisnis;

r Pengendalian anak perusahaan melalui parenting;

. Pengembangan teknologi pendukung operasional.
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c. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal

. Pengelolaan akuntansi dan pajak;

o Pengelolaankeuangan;

o Pengelolaan manajemen risiko;

. Pengelolaan legal;

o Penyusunan RJPP dan RKAP;

o Pengelolaanmanajemenrantaipasok;

o Pengendalian openasi dan bisnis;

. Pengendaliananakperusahaanmelalui parenting;

. Pengendalian teknologi pendukung operasional.

d. Direktur Operasi

o Pengelolaan teknik dan tender;

. Pengelolaanoperasional proyekcivilwork;

. Pengelolaan operasional proyek structure work;

o Pengelolaan operasional proyek mining;

o Pengelolaankinerjaoperasional;

o Pengelolaan RJPP dan RKAP;

o Pengelolaan manajemen rantai pasok,

. Pengendalian operasi dan bisnis;

o Pengendalian anak perusahaan melalui parenting;

o Pengendalianteknologipendukungoperasional.

1) Mendapatkan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan Puma

iabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan

kepada Dewan Komisaris

2) Mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan

permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri

anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri

tensebut.

b. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan

kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pennohonan pengunduran Direksi

dan hasil penyelenggaraan RUPS.
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c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksiyang bersangkutan tetap berkewajiban

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang- undangan.

d. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan

pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga

tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS dan baru terbebas dari tanggung jawab

setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

e. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh

RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal

jumlah anggota Direksi.

D. INDEPENDENSIDIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan, maka independensi Direksi

merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga, Untuk menjaga independensi, maka Perusahaan

menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang campurtangan dalam pengurusan Perusahaan

atau mempengaruhi Direksi dalam menjalankan usaha Perusahaan.

2) Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam

mengurus usaha Perusahaan.

E. ETIKAJABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika

jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1) Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of inferest)dan

mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan

Perusahaan, selain penghasilan yang sah.

2) Direksiwajib melaporkan kepada OJK melalui Corporate Secretary mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada Perusahaan tercebut dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.

3) Direksi wajib melakukan pengungkapan dalam hal teriadi benturan kepentingan, dan Direksi yang

bersangkutan tidak boleh melibatkan diridalam proses pengambilan keputusan Direksiyang berkaitan

dengan hal tersebut. Apabila ada salah seomng Direksi yang tidak melibatkan diri dalam proses

pengambilan keputusan, maka Direksi lainnya akan mengambil keputusan dengan tetap

mempertahankan independensinya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota Direksi harus:

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peratunan perundang-undangan serta prinsip' prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta

kewajaran, beritikad baik, penuh kehat hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai
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b. Melampirkan Pakta integritas dalam usulan Direksiyang harus mendapat rckomendasidari Dewan

Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas.

c. Memperbaharuisurat pemyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala/ pada setiap

awal tahun.

F. PRIilSIP.PRIiISIP PENGAIiBILAiI KEPUTUSAN DIREKSI

Prinsipprinsip pengambilan keputusan Direksidalam pengurusan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab atas keputusan Direksi.

2\ Setiap Anggota Direksiterlibat dalam proses pengambilan keputusan Direksi.

3) Setiap kebijakan pengelolaan perusahaan yang belum memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu

kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Direksi.

4) Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegial merupakan sesuatu yang

substansinya bensifat strategis maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Direksi.

5) Apabila Anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan Rapat Direksi, namun harus

mengambil keputusan yang bersifat strategis, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat

sementara sampai diputuskan dalam Rapat Dircksi selaniutnya'

6) Dalam menetapkan kebijakan tefiadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib

mempertimbangkan prinsip'prinsip sebagai berikut:

a. ltikad baik;

b. Pertimbangan rasionaldan informasi yang cukup;

c. lnvestigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan;

d, Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

7') Dalam menjalankan kewaiiban sehari-hari, Direksisenantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan

dengan rencana dan tujuan Perusahaan

G. RAPAT DIREKSI

1. Direksiwajib mengadakan rapat Direksi secam berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan

dan dalam napat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.

2. Dineksi wajib menetapkan tata tertib rapat Direksi.

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang

1 (satu) kalidalam 4 (emPat) bulan;

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;

b. Atas permintaan tertulis dariseorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.

5. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.

6. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung

kepada setiap Anggota Direksidengan tanda terima yang memdai, paling lambat 5 (lima) hari sebelum

rapat diadakan, dengan tidak mempefiitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu

yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
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7. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada point 5 (lima)tidak di perlukan untuk rapat- rapat yang

telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksiyang diadakan sebelumnya atau apabila semua

Anggota Direksi hadir dalam rapat.

8. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acam, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

L Agenda Rapat Direksi minimal membahas tindak lanjut arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris,

evaluasi (pemantauan progres) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat Direksi sebelumnya,

pembahasan untuk tindak lanjut hasil rapat Direksisebelumnya yang belum selesai.

10. Dalam hal penambahan agenda rapat, rapat Direksitidak berhak mengambil keputusan kecualisemua

Anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

11. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang dituniuk

secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin napat Direksi'

13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk

menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat

memimpin Rapat Direksi.

14. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lain

berdasarkan surat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi

lainnya.

15. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan

pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau

pemimpin Rapat Direksitenebut, mengenaiapakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-

hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah

dalam Rapat Direksi.

16. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih

dari dari 1/2 (satu per dua)iumlah Anggota Direksi.

17. Dalam halterdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan

memperoleh suara lebih dan 112(satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan.

18. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dai 112 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota

Direksiyang hadir.

19. Dalam Rapat Direksi, setiap Anggota Direksi befiak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

20. Suara blanko (abstain)dianggap menyetujuiusulyang diajukan dalam rapat.

21. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suaru yang

dikeluarkan dalam rapat.
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22. Pemungutan suana mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suam mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat

menentukan lain tanpa da keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

23. Dalam setiap rapat Direksi wajib dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi

dan seluruh Anggota Direksi yang hadir, yang berisi: hal-hal yang dibicarakan (termasuk pemyataan

ketidaksetujuan/dissenting opinion Anggota Direksi jika ada) atau mencantumkan dinamika rapat;

evaluasi(pemantauan progres)terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan dilakukan

pembahasan untuk tindaklanjutnya jika terdapat keputusan hasil rapat sebelumnya belum selesai; dan

hal-hal yang diputuskan. Risalah/Hasil Rapat disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan

Anggota Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah

disahkan. Anggota Direksi yang tidak hadir dalam napat tersebut diwa.iibkan untuk memberikan

pendapat berupa pensetujuan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan tersebut,

24. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dibuat Risalah Rapat yang mencantumkan

dinamika rapat dan hasil keputusan rapat; Risalah Rapat ditandatangani oleh Anggota Direksi dan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksidan Anggota

Dewan Komisaris, maksimal 7 (tujuh) hari keqa setelah disahkan .

26. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani

Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan atasannya secara tertulis dalam surat tersendiri

yang dilampirkan pada Risalah Rapat.

27. Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Corporate Secretary.

28. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Direksi dan untuk pihak ketiga

mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang benangkutan.

29. Direksidapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan

semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan

pensetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

30. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambildengan sah dalam Rapat Direksi.

31. Dalam hal Anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Direksi dapat

menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau samna media elektronik

lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

32. Setiap Anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara

tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontnak yang diusulkan

dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam

suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal'hal

yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tensebut

33. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi. Kehadiran

Anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan

dalam Laporan Tahunan Perusahaan,
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34. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris untuk tahun

berikutnya sebelum berakhimya tahun buku.

35. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling

lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

36. Dalam hal terdapat napat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat

disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan,

37. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi, dan dikomunikasikan kepada unit terkait dengan

keputusan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari keria atau sebagaimana dinyatakan dalam rapat Direksi;

38. Keputusan dapat diambil di luar rapat Direksisepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cana

dan materi yang diputuskan.

39. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dalam rapat,

Rapat Direksi dapat diselenggarakan dengan melalui hubungan video konferensi atau sanana media

elektronik lain, dengan memperhatikan ketentuan lain dalam rapat Direksi. Risalah rapat Direksi harus

dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh Direksi yang ikut untuk disetujuidan ditandatangani.

H. HUBUI{GAN DEilGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

1. Anak Perusahaan wajib menjalankan Penaturan trrlenteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/0312023

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

2. Pengawasan oleh Direksi PT PP PresisiTbk terhadap Anak Perusahaan dilakukan melalui mekanisme

tata kelola Perusahaan yang baik yang secara prinsip-prinsip kepentingan Perseroan dijalankan melalui

RUPS Anak Perusahaan, dan Pengawasan oleh Divisiyang membidangi Pengawasan lntemal tefiadap

Anak Perusahaan. Mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga)

bentuk, yaitu:

a. Pengawasan melalui RUPS Anak Perusahaan yang meliputi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

b. Pengawasan melalui penempatan wakil PT PP PresisiTbk sebagaiAnggota Dewan Komisaris Anak

Perusahaan;

c. Pengawasan lntemal terhadap Anak Perusahaan melalui SK Direksi N0.04/S1(DlR/PPRElll2023

tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembagian Tugas Direksi pada tanggal 2 Januan2023,

3. Pedoman pemberian gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak

Perusahaan mengacu kepada Penaturan Menteri BUMN yang berlaku atau peratunan yang lainnya.

4. Penetapan Target kinerja dan penilaian kineria serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi melalui

Rencana Kerja Anggann Tahunan Anak Perusahaan.

5. Anak Perusahaan secara berkala berkewajiban menyampaikan Laponan Keuangan/Kineda yang telah

disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Laporan tersebut

digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi PT PP Presisi Tbk.

6. Hubungan Perusahaan lnduk dan Anak Perusahaan secana detail diatur dalam Pedoman Tata Kelola

Anak Perusahaan yang merupakan satu kesatuan dengan Pedoman Pelaksanaan GCG

PT PP Presisi Tbk.
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I. CORPORATE SECRETARY

Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Corporate Secretary. Corporate Secretary diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme intemal perusahaan dengan persetuiuan Dewan

Komisaris serta dilaporkan ke OJK dan BEl.

l. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-?MBU/0312023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan

KorporasiSignifikan Badan Usaha Milik Negara;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/P0JK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang

Keterbukaan Atas lnformasiatau Fakta Material Oleh Eminten Atau Perusahaan Publik;

3. Peraturan OJK No 35/P0JK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan

Emiten.

ll. Keanggotaan

1. Perusahaan wajib memiliki fungsi Corporate Secretary.

2. Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

3. Corporate Secretary bertanggung jawab kepada Direksi.

4. Corporate Secretary dapat dirangkap oleh seorang Anggota Direksi.

5. Corporate Secretary dilarang merangkap iabatan apapun di Perusahaan.

6. Dalam hal teriadi kekosongan Corpriate Secretary, Perusahaan wajib menunjukan penggantinya

dalam jangka waHu paling lama 60 (enam puluh) harisejak tedadinya kekosongan Biro Corporate

Secretary.

7. Selama terjdinya kekosongan Corporate Secretary, Corporate Secretary dirangkap oleh seorang

Anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Corporate Secretary sementara

tanpa memprhatikan persyaratan Corporate Secretary sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

No 35/POJK.UI2A14.

8, Corprate Secretary harus memenuhi persyaratan paling kurang:

a. Cakap melakukan perbuatan hukum;

b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan dan tata kelola

perusahaan;

c. Memahamikegiatan usahaPerusahaan;

d. Dapat berkomunikasi dengan baik;

e, Berdomisilidi lndonesia.

9. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada point I (delapan) wajib dipenuhi Corporate Secretary

selama menjabat.

10. Dalam nangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan

tugasnya, Corporate SecreAry harus mengikuti pendidikan dan/atau platihan.

11. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK dan memuat dalam Situs Web Perusahaan

mengenai pengangkatan dan pemberhentian Corporate Secretary serta kekosongan Corporate

Secretary (dengan disertai informasi pendukung).
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12. Pelapran kepada OJK dan pemuatan informasi dalam Situs Web Perusahaan dilakukan dalam

waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pembefientian

Corporate Secretary.

lll. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Fungsi Corporate Secretary melaksanakan tugas paling kurang:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peratunan perundang-undangan yang

berlaku di bidang Pasar lvlodal;

b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi

ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal;

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang

meliputi:

. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs

Web Perusahaan;

- Penyampaian laporan kepada OJK tepat u,aktu;

- Penyebnggaraan dan dokumentasi RUPS;

Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksidar/atau Rapat Dewan Komisaris;

. Pelaksanaan prcgram orienhsi terhdap perusahaan b4i Direksi dan/atau Dewan

Komisaris.

d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku

kepentingan lainnya.

2. Corporate Secretary dan pegawai dalam unit keria yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan

wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasiyang bensifat nahasia kecualidalam rangka

memenuhi kewaiiban sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau ditentukan lain dalam

penatunan perundang-undangan.

3. Corporate Secretary dan pegawai dalam unit kerja yang rnenjalankan fungsi Corporate Secretary

dilanang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

merugikan Perusahaan.

4. Mengelola RUPS:

a. Menjadwalkan RUPS;

b. Mengundang Pemegang Saham;

c. Melaksanakan RUPS dan membuat Risalah RUPS;

d. Merecord Agenda, Risalah RUPS, Kebijakan, Keputusan dan data{ata yang dihasilkan

didalam RUPS.

5. Mengelola Rapat Direksi

a. Menjadnalkan Rapat Dircksi;

b. Mengundang Peserta Rapat Direksi;

c, Melaksanakan Rapat Direksidan membuat Risalah Rapat Direksi;
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d. M+recordAgenda, Risalah Rapat Direksi, Kebijakan, Keputusan dan data{ata yang dihasilkan

didalam Rapat Direksi,

6. lvlengelola Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dan merecord Agenda, Risalah Rapat

Benama Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan, Keputusan dan data{ata yang dihasilkan

didalam Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

7. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.

8. lvlengawasijalannya aplikasi peratunan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.

9. Menangani dan mengkoordinir Aksi Korporasi, bekerja sama dengan Departemen Risk

Management & Departemen Legal.

10. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen- dokumen Perusahaan.

11. Mengkoordinir program kerla dan aktifitas Biro Corporate Secretary.

12. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

13. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi penaturan di bidang pasar modal.

14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Stakeholder atas informasi yang dibutuhkan

pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:

a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);

b. Lapor:an Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);

c. lnformasi Fakta Material;

d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode

khusus, dll);

e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

15, Sebagai penghubung (liaison officer) antara perusahaan dengan lembaga terkait dan masyanakat

(luar dan lingkungan), termasuk penyusunan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan (TJSL).

16. Corporate Secretary wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1

(satu) Tahun mengenai pelaksanaan fungsi Corprate Secretary kepada Direksi dan Dewan

Komisaris.

17. Setiap informasi yang disampaikan oleh Corprate Secretary kepada masyarakat merupakan

informasi resmi dari Perusahaan.

U. Pengelolaanlnformasi

Corporate Secretary wajib mengikuti perkembangan peratunan-peraturan yang berlaku dan memastikan

perseroan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut, Corponate Secretary harus memberikan

informasi yang be*aitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara be*ala dan kepada

Dewan Komisaris apabila diminta.
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J. TNTERT{AL AUD|T (rA}

Dalam penerapan prinsip GCG, Perusahaan harus menetapkan suatu sistem pengendalian intem yang

efeKif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan dan membentuk unit kerja lntemal Audit.

Pembentukan dan keberdaan lntemalAudit Perusahaan didasarkan pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik NEara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang ('UU 19/2003).

2. Peraturan Pemerintah Rl No. 45 Tahun 2005 tanggal 25 Ohober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,

Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal I Juni 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.

45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

NEara.

3, Peraturan CIoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang

Keterbukaan Atas lnformasi atau Fakta Material Oleh Eminten Atau Perusahaan Publik.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56IPOJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit lntemal.

5. Pasal 67 UU 19/2003 menyebutkan:

a. Pada setiap BUMN dibentuk lA yang merupakan aparat pengawas intem perusahaan;

b, lntemal Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

7. Pasal 68 UU 19/2003 menyebutkan: atas permintaan tertulis Komisaris/ Dewan Pengawas, Direksi

memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas lA.

8. Pasal 69 UU 19/2003 menyebutkan: Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-

langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil

pemeriksaan yang dibuat oleh lA.

9. Pasal 66 Peraturran Pemerintah Rl No. 45 Tahun 2005 menyebutkan:

a. Pada setiap Persero dibentuk lA yang merupakan aparat pengawasan intem perusahaan.

b. lA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab

kepada Direktur Utama.

10. Pasal 67 Peraturan Pemerintah Rl No 45 Tahun 2005 menyebutkan lA bertugas:

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intem keuangan dan pemeriksaan

operasional Pensero serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pda Persero

yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya.

b. memberikan keterangan mengenai hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas lA

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaprkan
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11. Pasal6S Peraturan Pemerintah Rl No 45 Tahun 2005 menyebutkan: DireKur Utama menyampaikan

hasil pemeriksaan lA dalam Rapat Direksi, dan Direksiwajib mempefiatikan dan segera mengambil

langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laponan hasil

pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan lntem.

12. Pasal29, Peraturan Menteri BUMN No: PER-ZMBU/0312023 tanggal3 Maret 2023 tentang Pedoman

Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan:

a. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intem.

b. Pengawasan intem seb4aimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan, dengan

1) Membentuk lA;dan

2) [4embuat Piagam Pengawasan lntem.

c. lA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan

diberhentikan oleh Dircktur Utama berdasarkan mekanisme intemal Perusahaan dengan

penetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

d. Fungsi pengawasan intem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

1) Evaluasiatas efektivitas pelaksanaan pengendalian intem, manajemen risiko, dan proses tata

kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

Perusahaan;

2) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional,

sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intem secara periodik

kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intem di Perusahaan.

13. Pasal 3 Penaturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit lntemal menyebutkan:

Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Unit Audit lntemal.

14, Sunat Edaran Menteri BUMN No. SE-ZMBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan

Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui lmplementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,

Dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan lntem; yang menyatakan

kewenangan lA lnduk koodinasi dengan lA Anak Perusahaan dalam nangka pengawasan.

15. Piagam lA diterbitkan tersendiriyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.
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BAGIAH KEENAM

PENGGUNAAiI WAKTU, SARANA, DA}I FASILITAS PERUSAHAAN

A. Penggunaan Waktu Oleh Direlsi Diatur Berdasarkan Prinsip.Prinsip

Penggunaan waktu Direksi diatur berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Direksi harus menggunakan jam kerianya, sarana dan fasilitas Perusahaan semata-mata untuk kegiatan

yang befiubungan dengan kepentingan Perseroan,

b. Aktifitas Direksi diluar penseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan

Perseroan seperti kEiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan

dengan menggunakan wahu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi lainnya.

B. Penyediaan dan Penggunaan Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi, Prinsip.Prinsip yang Mendasari

Dalam menyediakan tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Dircksi didasarkan pada prinsip-

prinsip:

a. Disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kinerja perseroan;

b. Azas kepatuhan dan kewajaran dibandingkan dengan industri sejenis;

c. Tidak bertentangan dengan penaturan perundang-undangan yang ada. Jenis dan besamya tunjangan dan

fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris umumnya ditetapkan oleh RUPS dimana rinciannya dapat

diserahkan kepada Dewan Komisaris:

. Penggunaan sarana dan fasilitas milik Perusahaan unfuk kepentingan pejabat pemerintah, tamu
perseroan dan kepentingan lainnya dimungkinkan dengan tetap senantiasa berpatokan kepada

aturan yang berlaku untuk sarana dan fasilitas tersebut serta sedapat mungkin tidak bertentangan

dengan maksud dan tujuan penyediaan sarana dan fasilitas tersebut.

. Penggunaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan pemerintah dan Partai Politik harus mengikuti

ketentuan peratunan perundang-undangan yang berlaku.

Dircksi tidak diperbolehkan memberikan sumbangan untuk partai politik manapun kecuali sepanjang

dibenarkan oleh Undang-Undang.

C. Perialanan Dinas

Perseroan memberikan samna akomodasi, transportasidan tunjangan perjalanan dinas baik di dalam negeri
maupun keluar negeri kepada Direksi didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Pedalanan dinas semata-mata ditujukan untuk aktivitas dan kepentingan perseroan;

b. Dalam menetapkan fasilitas transportasi dan akomodasi yang berhubungan dengan perjalanan dinas
disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan,
dukungan terhadap pelaksanaan pekedaan dan menjaga citra perseroan;

c. Persertujuan pelaksanaan peflalanan dinas dalam negeri bagi anggota Direksi diberikan oleh Direktur
Utama, sedangkan persetujuan perjalanan dinas keluar negeridiberikan oleh Dewan Komisaris;

d. Jenis alat transportasi, penyediaan akomodasi dan besamya tunjangan perialanan dinas bagi Direksi dan
Komisaris diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
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